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» BANTUAN HUKUM
UMBULHARJO—Pemkot Jogja
berkomitmen memberikan bantuan
hukum bagi warga miskin. Salah
satu bentuk komitmen itu yakni
dengan menggandeng dan bekerja
‘sama organisasi bantuan hukum
(OBH). Perjanjian kerja sama
ditandatangani Sekda Kota Jogja,
Aman Yuriadijaya di Balai Kota
Jogja, Jumat (19/1).
Aman mengatakan, saat ini
merupakan tahun ketiga bagi
Pemkot Jogja dalam memberikan
layanan hukum bagi warga
miskin. "Ini bentuk afirmasi
kami kepada masyarakat miskin,
sehingga kami buktikan tetap
istikamah, tahun ketiga perjalanan Istimewa
dari bantuan hukum ini tetap ~ Sekda Kota Jogja, Aman Yuriadijaya (kir seusaimenandatangi
tidak berubah," ujarnya, Jumat. gerj_anuan kevj]ak.sama denqagn/OBH sebagai wujud bantuan hukum
Melalui program ini, warga Kota agi warga miskin, Jumat (19/1).
Jogja bisa mengakses bantuan tak menyetorkan kasus yang terutama yang berkaitan dengan
hukum mulai dari pendampingan  bisa di-reimburse oleh Pemkot penyerapan anggaran.
litigasi atau bantuan hukum di ~ Jogja sehingga pada 2024 hanya Sebelumnya, dana diberikan
. pengadilan hingga non-litigasi ada 21 OBH yang bergabung. pada masing-masing OBH
seperti spsialisasi tentang hukum. Dia juga mengatakan, sepanjang  dengan besaran Rpl2 juta.
Dia berharap, program bantuan 2023 ada 55 perkara baik = Namun, ini dinilai menjadikan
hukum bagi warga miskin bisa  litigasi maupun non-litigasi serapan anggaran tak maksimal.
mewujudkan masyarakat yang  yang diselesaikan melalui Serapan anggaran pada 2022
melek hukum. "Selainitujuga program ini. "Untuk non- baru mencapai51%. Sementara
bisa memberikan kepastian litigasi hanya difokuskan ke di 2023 naik, tapi tak signifikan
hukum kepada masyarakat sosialisasi penyuluhan karena  yakni 53%. "Sekarang kami buka,
lewat pendampingan litigasi," beberapa masyarakat belum OBH bisa memberikan bantuan
kata Aman. paham apa yang harus dilakukan ~ kepada masyarakat miskin di
Kepala Bagian Hukum Setda  kalau mereka mendapatkan Kota Jogja. Ini juga dibuktikan
Kota Jogja, Rihari Wulandari ~permasalahan hukum karena dengan persetujuan dari pejabat
menjelaskan semulaada 220BH  merasa takut kalau berhadapan ~ setempat, SK bahwa betul-betul
yang bergabung dalam program ~ dengan pengadilan,” katanya. warga miskin yang perlu dibantu
ini. Namun, salah satu OBH Rihari menyebut ada strategi ~ permasalahan  hukumnya,"
mengundarkan diri lantaran berbeda yang diterapkan di 2024,  katanya. (A Annissa Karin)
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